
 

 
 

 
 

KEPUTUSAN  DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI 
KABUPATEN GIANYAR 

 

NOMOR : 445/ 143 /RSU 
 

TENTANG 

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR 
 

 
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI  

KABUPATEN GIANYAR, 

 
 

Menimbang  a. bahwaberdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-

langkah antisipasi untuk mendukung 
penyelenggaraanpelayanan publikberkualitasdan prima; 

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana diktum 

dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Kode 
EtikPelayananpada Rumah Sakit Umum Daerah 

Sanjiwani Kabupaten Gianyar. 

Mengingat  1. Undang – UndangNomor 25 Tahun 2009 

tentangPelayananPublik(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman StandarPelayanan(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 
tentangPedomanSurveiKepuasanMasyarakatTerhadapPe

nyelenggaraanPelayananPublik(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 

tentangPedomanPenyelenggaraanPengelolaanPengaduan
PelayananPublikSecaraNasional(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170). 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI 

KABUPATEN GIANYAR 
NOMOR 445/143/RSU 

TENTANG PENETAPAN KODE ETIKPELAYANAN PADA RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR 

 
 
 

KODE ETIK PELAYANAN 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR 

 
 

SetiapPelayanPublikdanPenyelenggaraPelayanPublikwajibmenganut, 
membina, mengembangkan, 
danmenjunjungtingginormadasarpribadisebagaiberikut : 

 

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan; 

2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan 
internal maupun eksternal; 

3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan 
berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan 
negara, pemerintah, dan organisasi; 

4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, 
hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun 

dari pihak manapun; 

5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat 

dan bertanggungjawab; 

6. Professional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau 
keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam 

pelaksana tugas; 

7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli 

sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan 
tertentu; 

8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat; 

9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang 
potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai; 

10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam 
melaksanakan tugas; dan  

11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam 
tugas dan kehidupan sehari-hari. 

 
 
 



 

 
 

Standard  Perilaku 
 

SetiapPelayanPublikdanPenyelenggaradalammenyelenggarakanpelayanan 
publik harusberperilakusebagaiberikut : 

 

1. Adil dan tidak diskriminatif; 

2. Bersikap cermat, santun, danramah; 

3. Tegas, handal, cepat dan tepat; 

4. Profesionalisme; 

5. Tidak mempersulit, dan 

6. Membukadiri, bersikapsimpatik, danbersediamenampungberbagaikritik, 

protes, keluhan, sertakeberatandaripenerimalayanan; 

 

 
KewajibanPelayanPublik 
 

PelayanPublikwajib : 
 

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat 

menurut bidang tugasnya masing-masing; 

2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat 

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani; 

3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat 

namun tegas, responsive, transparan, dan profesionalisme sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang 

diberikan oleh penyelenggara; 

5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

6. Menjunjung tinggi nilai –nilai akuntabilitas dan integritas institusi 

penyelenggara; 

7. Terbuka untukmenghindaribenturankepentingan; 

8. Proaktifdalammemenuhikepentinganmasyarakat 

9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur  yang berlaku; 

10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

 



 

 
 

11. Melaksanakanpelayanansesuaidengan standardpelayanan; 

12. Membantumasyarakatdalammemahamihakdantanggungjawabnyasebag

aipenerimapelayananpublik;  

13. Mematuhiperaturanperundang-undangan yang 

terkaitdenganpenyelenggaraanpelayananpublik; 

14. Melaporkanhartakekayaan, bagi yang 

wajibmenyampaikanLaporanHartaKekayaanPenyelenggara Negara 

(LHKPN); 

15. MelaporkangratifikasipadaKomisiPemberantasanKorupsiselambat-

lambatnya 30 harisetelahmenerima; 

 
LaranganPelayanPublik 

 
PelayanPublikdilarang : 

1. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

2. Memberikan pelayanan yang diskriminatif atau membeda-bedakan 

bagi pasien.  

3. Melakukantindakan yang dapatmengakibatkankerugianmasyarakat; 

4. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang 

memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) 
kepada kelompok tertentu/perorangan; 

5. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam 
melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak 

lain; 

6. Memintadanataumenerimapembayarantidakresmiataupembayaran di 
luarketentuan yang berlaku, sepertipemberiankomisi, 

danaucapanterimakasih, imbalan (kickback), 
sumbangandansejenisnya yang terkaitdengantugaspokokdanfungsi; 

7. Membocorkaninformasiataudokumen yang 
wajibdirahasiakansesuaidenganperaturanperundang-undangan; 

8. Menyalahgunakankewenanganjabatansecaralangsungdanatautidaklan
gsung; 

9. Menghilangkan, memalsukan, danataumerusak asset Negara 

ataudokumenmiliknegara/organisasi yang 
berhubungandenganpelayanan publik; 

10. Memanfaatkansaranadanprasaranamilik Negara 
untukkepentinganpribadi; 

11. Membocorkanrahasia negara yang 
diketahuikarenakedudukandanataujabatanuntukkepentinganpribadi, 
golongan, ataupihaklain; dan 



 

 
 

12. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman 

 

 

 


